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Mengingat

PERBEKEL BATUAN

PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu

menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Batuan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77);;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6871);

Undang-undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7012);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Repubtlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094,
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 7);
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2017 Nomor 65);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan



Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);

20. Peraturan Desa Batuan Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Perubahan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -
2028 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN
dan
PERBEKEL BATUAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERIJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa adalah Desa Batuan

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis;

Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan desa; .

Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;

Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang

bersifat strategis;
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(1

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakatDesa, dan atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partispatif guna
pemanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa

Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.

Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BABII
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB1 PENDAHULUAN
a Latar Belakang

b. Dasar Hukum

c. Tujuan dan manfaat
d. Proses penyusunan

e. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
‘ Visi-Misi Perbekel

a
b. Data kemiskinan dan profil Desa

e

Kebijakan pendapatan Desa
d. Kebijakan Belanja Desa
€. Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

a. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2025 (tahun
sebelumnya)

b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa



C. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, antara lain : bencana
alam,krisis politik,, krisis ekonom dan ataukerusuhan sosial yang berkepanjangan

d. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan Daerah.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

a. Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala Desa Tahun anggaran 2026
1. Berdasarkan kewenangan hak asal usul
2. Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa

b. Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2027

c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sektor

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik program & kegiatan skala desa tahun 2026

2 Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten

3 Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2026

4. Keputusan Perbekel tentang delegasi Desa

5 Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan perdes RKP
Desa Tahun 2026

(2). TIsi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian vang tidak terpisahkan dari

Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2026 merupakan Landasan dan Pedoman bagi
pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan
Pembangunan Desa Tahun 2026

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan,
partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh

Pelaksana kegiatan dalam forum musyawarah Desa.

Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:



a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi,

dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama

dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2026

Pasal 8
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini. sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.
Pasal 9
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangkan Peraturan Desa ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di : Batuan

Diundangkan di Desa Batuan

Lembaran Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 8



LAMPIRAN : PERATURAN DESA BATUAN

NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran
dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai
perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang

berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang
didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas
pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan
umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal,

keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa diutamakan nilai



kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan

sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan
penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, yakni “agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,
prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang
karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen
perencanaan peﬁibangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah
Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.RKP Desa
merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar
penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP Desa disusun oleh
Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam
Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan

oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Dasar hukum.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemérintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nombr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321) ; )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomeor 2 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
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17.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 7);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2018 Nomor 51);

Peraturan Desa Batuan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa
Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020
— 2028 (Lembaran Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 6);

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a) menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;

b) menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

¢) menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

d) menetapkan kerangka pendanaan;

¢) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan
hukum tetap;

f) sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan

g) sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ( APB Desa )

2. MANFAAT
a) mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
¢) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan

program pembangunan supra desa;



e) mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan lebih menjamin

kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa

D. PROSES PENYUSUNAN
Proses Penyusunan RKP Desa Batuan Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan
disusun dalam RKP Desa Tahun 2026

2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan
Tahun 2026

3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa

4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan
Perdes RKP Desa Tahun 2026

5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes
RKP Desa Tahun 2026

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Batuan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

BABI :  Pendahuluan
A Latar Belakang
B Dasar Hukum
C  Twuan dan manfaat
D  Proses penyusunan
E  Sistematika
BABII : Gambaran umum Pemerintahan Desa

A Visi-Misi Kepala Desa

B Data kemiskinan dan profil Desa
C  Kebijakan pendapatan Desa

D Kebijakan belanja Desa

E  Kebijakan pembiayaan Desa
BABII : Rumusan prioritas masalah
A Berdasar evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
RKP Desa Tahun 2025
B Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa



BAB IV

BABV

C  Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas

D  Kebijakan pembangunan Daerah

E  Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat antara lain:
bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan kerusuhan sosial dan
berkepanjangan
Arah kebijakan pembangunan

A Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2026
Berdasarkan kewenangan Hak Asal Usul
Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah (skala supra Desa
tahun Anggaran 2027)

E  Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/ sektor

PENUTUP

Lampiran

A Matrik program dan kegiatan sekala Desa Tahun 2026

B Matrik program dan kegiatan skala supra Desa (DU RKP Desa Tahun
2027)

C  Berita Acara Musyawarah Desa

D Keputusan perbekel tentang delegasi Desa

E  Keputusan perbekel tentang tim penyusun RKP Desa

F  Keputusan BPD tentang kesepakatan bersama Perdes RKP Desa



BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka
seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara

bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi — Misi Perbekel.

Visi — Misi Perbekel Batuan disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga
diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang
ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara

partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Batuan, sebagai berikut : “Prajahita Ananta Winangun Batuan” yaitu
Berkolaborasi Membangun Batuan Hebat

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

[a—

Penguatan Persatuan dan Kesatuan Desa Batuan

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kolaborasi Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup di Desa Batuan

Jaminan Urusan Administrasi Keschatan Masyarakat Batuan

Jaminan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Desa Batuan _

Pengembangan Desa Kreatif Berbasis Budaya, Kepemudaan dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Pariwisata Inklusif dan Terbarukan

Penguatan Kerjasama 'Dengan Desa Adat dan Lembaga Keuangan Desa Adat

W R Nwm e woN

Pengembangan Desa Digital dan Penguatan Bumdes Desa Batuan

B. Kebijakan pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun
sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari -
Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil
Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi,
Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.



Adapun asumsi Pendapatan Desa Batuan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 8.035.655.000,-
(Delapan Miliar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), yang
berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa Rp. 10.000.600,-
2. Dana Desa bersumber APBN Rp. 1.211.218.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 3.186.688.000,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 254.395.000,-
5. ADD Rp. 1.599.454.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 245.400.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp 1.500.000.000,-
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 28.500.000,-

C. Kebijakan Belanja Desa
Belanja Desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa
dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa,
belanja desa yang akan dianggarkan dalam APBDesa meliputi :

1 | Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp 2.390.929.000,-

2 | Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 3.476.728.000,-

3 | Bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp 1.4.99.648.000,-

4 | Bidang pemberdayaan masyarakat desa Rp 522.750.000,-

5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Rp  145.600.000.-
darurat dan mendesak desa

D. Kebijakan pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran bérikutnya. Namun demikian dalam RKP
Desa Tahun 2026 ini, Pemerintah Desa Batuan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan

disebabkan tahun anggaran belum berakhir dan masih banyak kegiatan yang belum terealisasi

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan; dan

2. Pengeluaran Pembiayaan.



Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

I.
2.
3.

4,

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
Pencairan Dana Cadangan;
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, mencakup:

1.

2.

3.

Pembentukan Dana Cadangan;
Penyertaan Modal Desa; dan

Pembayaran Utang



BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata
disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat
kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin
besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab
masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi
permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan

efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhimnya inefisiensi anggaran.

Dalam  merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa  harus
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang
ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya
lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap
anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan
marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya
lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2026
permasalahan Desa Batuan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting

berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :
. Berdasarkan evaluasi rencana pembangunan Desa Batuan

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian
antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2026 dengan
implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dari hasil analisa tersebut diperoleh

beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2026
hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2025

Berdasarkan identifikasi RPJM Desa
Berdasarkan Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 yang telah diubah terakhir dengan
Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJM Desa Batuan tahun 2020 - 2028 prioritas

masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci

permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul, Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan



Adat Istiadat telah dituangkan dalam RPJMDes Tahun 2020-2026
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
C. Berdasarkan prioritas kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam
proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah,
mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun

sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan
Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah scbagai berikut : (usulan desa ke Musrenbangcam
Tahun 2027)

I. Bidang Pengadaan Sarana Prasarana
a. Pengadaan Mobil Oprasional Desa
b. Pengadaan mobil ambulance desa

2. Bidang Fisik dan Insfrastruktur
a. Revitalisasi/Perbaikan Gedung Kantor Desa Batuan
b. Revitalisasi Lapangan Yudistira
c. Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan
d. Pembangunan Gedung Pertemuan di Puspa Aman
¢. Perbaikan aspal jalan desa
f. Bedah Rumah

D. Berdasarkan analisis keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang
muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang
apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.
Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada

beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi:
1. DPT perlu diperbaiki agar di musim hujan tidak longsor

2. Kondisi jalan dan trotoar yang rusak perlu diperbaiki demi kenyamanan pengguna jalan

3. Jembatan terlalu rendah sehingga debit air bertambah pada saat hujan mengakibatkan
jembatan terendam air sungai



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Batuan yang tersusun dalam RKP Desa
Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut
dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan
pembangunan terhadap kebutuhan hak — hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,
pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan
pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada
tingkat desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Batuan secara

detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Prioritas program pembangunan skala Desa
1.1.  Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
1.2. Bidang pelaksanaan pembangunan:
1.2.1. Pelatihan Melukis Gaya Batuan
1.2.2. Pelatihan Ngukir dan Pahat
1.2.3. Pelatihan Tari dan Tabuh Remaja
1.2.4. Pelatihan Sekaa Gong PKK
1.2.5. Pelatihan Menjahit
1.2.6. Pelatihan Membuat Banten
1.2.7. Pelatihan Bahasa Asing
1.2.8. Pelatihan Fotografi
1.2.9. Pelatihan Bonsai
1.2.10. PMT untuk Balita
1.2.11. Posyandu
1.2.12. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesechatan
1.2.13. Pavingisasi Gang
1.2.14. Perbaikan jalan desa
1.2.15. Rehab Rumah Keluarga Miskin
1.2.16. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
1.2.17. Penataan Lingkungan
1.3.  Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1.3.1. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali
1.3.2. Kegiatan Upakara di Pura Subak
1.3.3. Kegiatan Keagamaan di Kantor Desa



1.3.4. Kegiatan Keagamaan di Pura Kahyangan Tiga
1.3.5. Kegiatan Keagamaan di Pura Banjar, Dadia, dan kegiatan keagamaan
lainnya

1.4 Bidang pemberdayaan masyarakat

1.4.1. Penguatan Ketahanan Pangan Desa (Puspa Aman)

1.4.2. Rehabilitasi saluran irigasi

2.1.  Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
2.2,  Bidang penyelenggaraan Pémerintahan Desa:
2.2.1. Program Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa
2.2.2. Program Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
2.2.3. Program Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
2.3. Bidang pelaksanaan pembangunan:
2.3.1. Bidang Pendidikan
2.3.2. Bidang Kesehatan
2.3.3. Bidang Pekerjaan dan Penataan Ruang
2.3.4. Bidang Kawasan Permukiman
2.3.5. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2.3.6. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.3.7. Bidang Pariwisata
2.4.  Bidang pembinaan kemasyarakatan:
2.4.1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat
Desa;
2.4.2. Kebudayaan dan Keagamaan
2.4.3. Kepemudaan dan Olahraga
2.4.4. Kelembagaan Masyarakat
2.5. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
2.5.1. Pertanian dan Peternakan
2.5.2. Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.5.3. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
2.5.4. Dukungan Penanaman Modal

2. Prioritas pembangunan skala Supra Desa (kecamatan/kabupaten) tercantum dalam lampiran

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa’kecamatan/kabupaten merupakan
program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa

Batuan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama



kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara

pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga,

secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana

pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa

melalui  forum musyawarah perencanaan pembangunan di

tingkat kecamatan

(Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Batuan yang dipilih secara partisipatif pada

forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Adapun program dan

kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengadaan Sarana Prasarana

a. Pengadaan mobil oprasional desa

b. Pengadaan mobil ambulance desa

2. Bidang Fisik dan Insfrastruktur

a. Revitalisasi/Perbaikan Gedung Kantor Desa Batuan

b. Revitalisasi Lapangan Yudistira

c. Revitalisasi Gedung Seni dan Budaya Desa Batuan

d. Pavingisasi Gang

e. Perbaikan aspal jalan desa

f. Bedah Rumah

3. Pagu Anggaran sementara

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
No | Bidang/Program/kegiatan Pagu %
1 | Bidang penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 2.390.929.000,- 28
Desa
2 | Bidang pelaksanaan pembangunan Rp 3.622.328.000,- 48
3 | Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 1.499.648.000.- 18
4 | Bidang pemberdayaan masyarakat Rp = 522.750.000,- 6

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana

tersebut di atas, diharapkan visi misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera

terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2026

tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.




BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh
sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling
bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif
mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu
sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat

tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada
kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju
kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa
diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui

pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal 30 September 2025
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR

BERITA ACARA \
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2026

omox 140 A% [\ [ 9008

Pada hari ini ,Senin tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima di Desa Batuan
Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, maka pada :

Hari dan Tanggal :  Senin, 30 Juni 2025.
Waktu : Pukul 15.00 Wita sampai selesai
Tempat :  Ruang Rapat Kantor Desa Batuan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh,Pemerintah Desa, BPD, LPM dan Wakil
Kelompok Masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi dalam Musyawarah ini, serta bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan
Narasumber adalah sebagai berikut :

A. Agenda/Materi :
1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2026

2, Sosialisasi Peraturan Desa Tentang Perubahen RPfMDesa tahun 2020-2028
3. Sosialisasi Peraturan Desa tentang pengetolaan sampah berbasis Sumber,
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

1. Pimpinan Musdes : 1 Wayan Darmana dari Ketua BPD.
2. Notulen : IKetut Sukadana dari Sekrataris panitia Musdes
3. Narasumber : 1. Ari Anggara dari Perbekel.

2. @5 A Tardk dari X2

-----------------------

Setelah dilakukan pembahasan terhadap”materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa

menyepakati hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam Musyawarah Desa
Yaitu

1. Tersampaikanya arah kebijakan Pembangunan Desa tahun 2026 sesuai Visi dan Misi Desa

2. Di Sepakati hasil pencermatan RPJMDesa sebagai rencana pembangunan Desa tahun 2026

3. Di sepakatinya Hasil Evaluasi RKP tahun sebelumnya sebagai rencana pembangunan Desa
tahun 2026.

4. Di Sepakatinya Pokok pokok pikiran BPD sebagai perencanaan pembangunan Desa tahun
2026

5. Di sepakatinya aspirasi /usulan dari peserta musyawarah sebagai perencanaan pembangunan

Desa 2026

Tersosialisasinya Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa tahun 2020-2028

Tersosialisasinya Peraturan Desa tentang Pengelolaan sampah berbasis Sumber
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR
8. Terbentuknya tim Penyusun dan Verifikasi RKPDesa 2026 o

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Batuan, 30 Juni 2025
Badan Permusyawaratan Desa Batuan
a,

I Wavan Darmana

Mengetahui dan menyetujui,

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa
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KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR : 141/44/SK-B/2025
TENTANG:

PMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2026
PERBEKEL BATUAN,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pembangunan Desa dan
peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dipandang
perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026;

bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan olch
Tim Penyusun sesuai dengan alur Tahapan Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa

‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan

huruf b Perbekel Batuan menetapkan Keputusan Perbekel tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2026;

Undang-Undang ‘Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Répuﬁlfk- Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah :beberapa'kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tehun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);



Undang ~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

Undang — Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Perturan Menteri Désa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)

Perturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1633);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2017 Nomor 65);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Daersh Kabupaten Gianyar Tahun 2018
Nomor 51); |

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 64);

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023 tentang Transaksi
Non Tunai di Pemerintahan Desa (Berita Dacrah Kabupaten Gianyar
Tahun 2023 Nomor 69).

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024
Nomor 58);

Keputusan Bupati Gianyar Nomor 883/E-14/HK/2024tentang
Penetapan Standar Biaya Umum dan Satuan Standar Harga
Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar Tahun 2025;

Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Batuan Tahun 2018 Nomor 05);

Peraturan Desa Batuan Nomior 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan
atas Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Batuan Tahun 2020 — 2028
(Lembaran Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 6).

Peraturan Desa Batuan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan
Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintahan (RKP) Desa Batuan Tahun Anggaran 2025 {Lembaran



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

20

21

Desa Batuan Tahun 2024 Nomor 06);

Peraturan Desa Batuan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Batuan
Tahun 2025 Nomor 07);

Peraturan Perbekel Batuan Nomor 01 Tahun 2025 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Batuan Tahun 2025 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Daftar nama Tim RKP Desa Batuan Tahun 2025, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut:

pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan
Pembangunan Desa;

pencermatan ulang RPJM Desa;
penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan

penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana

anggaran biaya kegiatan.

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan berakhir pada
Tanggal 30 September 2025

Ditetapkandi : Batuan

Pada tanggal  : 30 Juni 2025




Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Sukawati
2. BPD Batuan
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan
4. Arsip



LAMPIRAN KFEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR

: 141/44/SK-B/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

2026
NO NAMA JABATAN HONOR KET
'DALAM
TIM

1. | Ari Anggara Pembina Rp 600.000,-/bulan | Selama 3 bulan
2. | Ni Nyoman Sulendri Ketua Rp 500.000,-/bulan | Selama 3 bulan
3. |1Komang Susana Sekretaris | Rp 450.000,/bulan | Selama 3 bulan
4. | NiKadek Dewi Sunastrini Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan
5. | Ni Putu Eka Budi Suryani Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan
6. | I Kadek Windu Sudewa Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan
7. | I Ketut Suparta Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan
8. | IMade Sutrisna Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan
9. | LB. Gede Agung Manuaba Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan
10. | Ni Putu Devi Ariananda Putri | Anggota Rp 400.000,-bulan | Selama 3 bulan
11. | Nj Putu Tka Widayanti Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan




KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR : 141/45/SK-B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- Menimbang

Mengingat

a

TAHUN 2026

PERBEKEL BATUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1)
huruf ¢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
dalam rangka penyusunan RKPDesa, perlu membentuk
Tim Verifikasi RKP Desa;

bahwa Tim Verifikasi mempunyai Tugas yang sangat
penting untuk memverifikasi rancangan RKPDesa yang
disusun oleh Tim Penyusun RKPDesa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b Perbekel menetapkan Keputusan
Perbekel tentang Pembentukan Tim Verifikasi
RKPDesa Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

© Nomor 7 Tambshan Lembaran Negara Republik

-'_.'indé:iesia Nomor '5495')' sebagaimana telah diubah

beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

Undang ~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

Undang — Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomior 6321);

> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

 {Berita Negara Republik Indoriesia Tahun 2014 Nomor



2091);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9  Perturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)

10 Perturan Menteri Desa Pembangunan  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1633);

11 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);

12 peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018
tentang Daflar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);

13 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Tahun 2018 Nomor 64);

14 peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2023
tentang Transaksi Non Tunai di Pemerintahan Desa’
(Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor
69).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKP yang
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 bulan Juni Tahun 2025.



MEMUTUSK AN:
Menetapkan

KESATU ¢ Daftar nama Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa
Batuan tshun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
keputusan ini:

KEDUA : Tugas Tim verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah-

a. melakukan pemeriksaan rancangan RKP Desa yang disusun
oleh Tim penyusun RKP Desa;

b. melakukan  pemeriksaan dan  penilaian  kelayakan
persyaratan kegiatan Rancangan RKP Desa yang disusun
oleh Tim penyusun RKP Desa;

c. melaporkan hasil verifikasi RKP Desa kepada perbekel; dan

d. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada masyarakat
pada musrenbang Desa.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuan,
tahun 2025,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan berakhir
pada Tanggal 30 September 2025

Ditetapkan di : Batuan
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Camat Sukawati
2. BPD Batuan
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan
4. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR : 141/45/SK-B/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN 2026

NO NAMA JABATAN HONOR KET
1. | I Wayan Artawa Kefua Rp 400.000,~/bulan | Selama 3 bulan
2. | Ida Bagus Karawista Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan
3. | I Wayan Purnawan Anggota Rp 400.000,-/bulan | Selama 3 bulan




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
NOMOR: 23./BA/BPD-DB/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
- TENTANG

PERUBAHAN RKPDES 2025, RKPDES 2026 DAN PERUBAHAN APBDES 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh sepiember tahun dua ribu dua puluh lima pukul 19.00
sampai selesai,kami yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa Batuan Bersama dengan Perbekel Desa Batuan, tefah melakukan

musyawarah pembahasan rancangan peraturan Desa tentang PERUBAHAN RKPDES 2025,
RKPDES 2026 DAN PERUBAHAN APBDES 2025

dengan beberapa hasil pembahasan sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa Batuan dan Perbekel Desa Batuan scpakat untuk menetapkan
rancangan peraturan Desa tentang PERUBAHAN RKPDES 2025RKPDES 2026 DAN
PERUBAHAN APBDES 2025 Menjadi peraturan Desa, selanjutnya kesepakatan ditetapkan
dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Batuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat'déngan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Batuan, tanggal 30 September 2025
|
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWAT! KABUPATEN GIANYAR
' KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BATUAN

------------------------------

Nomor: 24/9//BPD.Batuan/Tahun 2025
- TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA BATUAN TENTANG PERUBAHAN
RKPDES 2025, RKPDES 2026 DAN PERUBAHAN APBDES 2025

MENIJADI

PERATURAN DESA PERUBAHAN RKPDES 2025, RKPDES 2026 DAN PERUBAHAN
APBDES 2025

Pada Hari ini selasa tanggal dua tiga puluh bulan september tabun dua ribu dua puluh lima kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

1.  ARI ANGGARA : Perbekel Desa Batnan dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama  Pemerintah Desa Batuan,yang beralamat Br,Puaya,Desa Batuan Kecamatan
Sukawati ,Kabupaten Gianyar Provinsi Bali selanjutnya di sebut sebagai PIHAK
PERTAMA,

2. 1 WAYAN DARMANA : Ketua BPD desa Batuan hal ini bertindak untuk dan atas
nama  Badan Permusyawaratan Desa, Desa Batuan,yang beralamat Br,Puaya,Desa
Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali selanjutnya di sebut
sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

Kedua belah PIHAK telah membahas dan menyetujui untuk menandatangani Berita
Acara tentang penetapan rancangan Peraturan Desa Batuan tentang PERUBAHAN
RKPDES 2025RKPDES 2026 DAN PERUBAHAN APBDES 2025 Desa Batuan
menjadi Peraturan Desa tentang PERUBAHAN RKPDES 2025 RKPDES 2026 DAN
PERUBAHAN APBDES 2025 Desa Batuankecamatan Sukawati,Kabupaten Gianyar
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berita Acara kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan
Desa Batuan tentang PERUBAHAN RKPDES 2025, RKPDES 2026 DAN
PERUBAHAN APBDES 2025 Desa Batuan menjadi peraturan Desa PERUBAHAN
RKPDES 2025, RKPDES 2026 DAN PERUBAHAN APBDES 2025 Desa Batuan

T e T ———
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Pasal 2

Berita Acara kesepakatan Bersama ini di tandatangani oleh PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA

Demikiantah Berita Acara kesepakatan Bersama ini di buat untuk dapat di pergunakan
sebagai mana mestinya.

Desa Batuan,30 Septeber 2025
PTHAX PERTAMA PIHAK KEDUA

e S
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
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DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

PENETAPAN PERUBAHAN RKPDES 2025,PENETAPAN RKPDES 2026
DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBDES 2025

Pada hari ini ,Selasa tanggal tige puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh lima di
Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 september 2025,
Waktu :  Pukul 15.00 Wita sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Batuan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh,Pemerintah Desa, BPD, LPM dan Wakil
Kelompok Masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana dafiar hadir terlampir.

Adapun materi dalam Musyawarah ini, serta bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan
Narasumber adalah sebagai berikut

A. Agenda/Materi :
1. Musyawarah Desa pembahasan penetapan perubahan RKPDES 2025

2. Musyawarah Desa pembahasan pcnctapan RKPDES tahun 2026
3. Musyawarah Desa penetapan perubahan APBDES 2025
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber ;

1. Pimpinan Musdes : 1 Wayan Darmana dari Ketua BPD.
2. Notulen :  1Ketut Sukadana dari Sckrataris panitia Musdes
3. Narasumber : 1. Ari Anggara dari Perbekel.

2. IKemt Wata  dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahaéan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa
menyepakati hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam Musyawarah Desa
Yaitu

1. Menyepakati dan menetapkan perubahan RKPDES 2025

2. Menyepakati dan menetapkan RKPDES 2026

3. Menyepakati dan menetapkan perubahan APBDES 2025
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tsnggung jawab untuk dipergunakan sebagaimans
mestinya,
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DESA BATUAN
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR

Mengetahui dan menyetujui,

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa
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